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Ringkasan Eksekutif  

 

 Pembangunan daerah tertinggal menjadi fokus pemerintah dalam jangka panjang, 

sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun 2005-2025. Berbagai peraturan juga telah 

dikeluarkan untuk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

Dalam perkembangannya di tahun 2015, pemerintah memperbarui langkah-langkah kebijakan 

bagi daerah tertinggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 

tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Keluarnya Perpres ini berdasarkan 

pada perkembangan jumlah daerah tertinggal yang terus mengalami penurunan sejak tahun 

2005. Dalam periode tahun 2005-2009 terdapat 199 daerah tertinggal dan berhasil 

mengentaskan 50 daerah tertinggal, namun demikian pada periode tersebut terdapat 34 

Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga pada periode 2010-2014 terdapat 183 daerah 

tertinggal. Pada periode 2010-2014 terdapat 70 daerah tertinggal yang telah terentaskan, 

namun masih terdapat 9 kabupaten DOB yang termasuk kategori daerah tertinggal. Sehingga 

Pada periode 2015-2019 terdapat 122 daerah tertinggal dengan 9 DOB, dan target daerah 

tertinggal yang terentaskan sampai tahun 2019 sebanyak 80 daerah tertinggal. Dari langkah-

langkah kebijakan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah : (a) 

belum sepenuhnya daerah tertinggal menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK Afirmasi, 

seperti pada program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) yang diprioritaskan bagi daerah 

tertinggal, masih terdapat beberapa daerah tertinggal belum menjadi sasaran program 

tersebut; (b) kinerja rata-rata kontribusi daerah tertinggal dalam pembentukan Pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB) regional masih relatif rendah sepanjang periode tahun 2010-

2016, rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal membuatnya sulit untuk 

bersaing dengan daerah lain dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari APBN; dan 

(c) kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara daerah tertinggal dengan rata-

rata nasional masih tinggi dalam periode tahun 2010-2016. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut maka Pemerintah perlu memprioritaskan daerah tertinggal dalam pengalokasian 

DAK Afirmasi, khususnya di tahun 2017 dimana masih terdapat 19 daerah tertinggal yang 

tidak mendapatkan alokasi. Pemerintah juga perlu merancang bentuk mekanisme insentif 

yang khusus diberikan bagi daerah tertinggal berdasarkan karakteristik umum daerah 

tertinggal dan memperbaiki mekanisme proposal based khususnya bagi DAK Afirmasi, untuk 

menjamin bahwa seluruh daerah tertinggal mendapatkan prioritas pendanaan DAK Afirmasi.  

 

I. PENDAHULUAN 

Isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan 

antawilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar persebaran 

daerah tertinggal berada di KTI khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku, dan Papua. Tanpa kebijakan afirmasi, kondisi ini tentunya sangat berpengaruh bagi 

perkembangan kawasan, khususnya daerah tertinggal. Program prioritas percepatan pembangunan 

daerah tertinggal sudah dilakukan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Komitmen untuk mempercepat 

pengentasannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Daerah tertinggal, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan 

Daerah Tertinggal, adalah suatu daerah dengan kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif 


